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Abstrak
Penulisan Skripsi ini dlmaksudkan untuk. mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan. belum efektifnya

jumlah aparatur pem,el’lntah Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota Singkawang. Judul skf’rps_i ini diangkat
berdasarkan permasalahan ketersediaan jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional yang belum efektif
berdasarkan J)eban kerja'dalam pencapaian sejumlah target obyek pemeriksaan.Penelitian ini menggunakan
model eksp‘ioratlf dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaktkan dengan empat
Iangkah penelltlan yaitu melakukan penelitian pendahuluan (presurvey), pembuatan*rencana penelitian
(Usulag Penelitian),” Pengambilan data-data’,sekunder.dan data-data primer yang kemudian dilakukan
analisiS§ pada hari itu*juga setelah pengambllan data diclapangan (wawancara atau observasi), dan membuat
Iaporanspenelltlan (Skripsi). Lokasi penelitian di Kota®Singkawang. Subjek Penelitian adalah-Pemerintah
Kota Slpgkawang yang terkait dengan analisis kebutuhan  aparatur pemerintah Jabatan™ Fungsional,
Inspektobt Kota Singkawang, dan aparatur pemerin abatan Fungsional.Kesimpulan dalam penelltian
ini adalaﬂY belum efektifnya ju ' lah aparatur peri‘ Jatan Fungsional karena tidak selmbangnya
antara beban kerja yang diberikan kepada Jumlahl parba merintah Jabatan Fung.ional dengan waktu
kerja yang q‘;gunakan oleh aparatur. Untuk itu rek’omen a keMJakan adalah mempertimbangkan kebijakan
dalam hal pepugasan pemeriksaan oleh aparatur, menyéperakan pembuatan Analisis Beban Kerja Jabatan
Fungsional, cfan menyusun kebutuhan aparatur untuk &apat diajukan dalam formasi penerlmaan aparatur
pemerintah Jabatan Fungsional. J

Kata Kunci : Anal%sis Kebutuhan, Aparatur Pemerintah Jabatan Fungsienal, Efektif:
“ Abstract 5

Thesis writing is mtended to "determing. the fa_ctors that Ied to the meﬁeem?eness of the number the
Functional Government Apparatus at Inspectorate Singkawang. “The tltle of of this thesis concerns raised by
the availability of the number the Functional Government Apparatus who have not been effective based on
workload the achievement of targets in the inspection object.This research uses a model of the kind of
exploratory qualitative descriptive research. The research was carried out by four research steps, namely a
preliminary investigation (presurvey), making research plan (Proposed Research), secondary data
collection and primary data which is then analyzed on the same day after data collection in the field
(interviews or observation), and a research report (Thesis). Research sites in Singkawang. The research
subject is Singkawang Government needs analysis related to Analysis of Functional Government Apparatus
Need, Inspectorate Singkawang, Functional Government Apparatus.The conclusion of this research is the
ineffectiveness of the Functional Government Apparatus amount as the imbalance between workload given
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to the number of Functional Government Apparatus with working time used by the apparatus. For the
policy recommendation is to consider the policy in terms of the assignment inspection by officials, hasten
creation of Functional Workload Analysis, and arrange the apparatus need to be filed in the formation of

the Functional Government Apparatus acceptance.

Keywords : Analysis of Need, Functional Government Apparatus, Effective.

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian

Suatu organisasi khususnya organisasi
muttak” :
diperlukan agar aturan main yaog‘t'elah
disepakati antara yang di pef" intah (rakyat), dan
yang o
melaksanakannya guna mencapal tujuan

raksasa seperti negara, bi 1 okrasi

memerlntah,r (pemerintah), ' dapat
negara. Deﬁgan demlklan dapat dikatakan ",
bahwa Hirokrasi adalah' “roh” suatu organlsasr

dmﬁ’na birokrat=terlibat aktif didalamnya.

W

=

Birokrat yang lebih dikenal oleh masyarakat —
N
..‘ |

e

erupakan unsur-:}"j n
penting aalam penyelenggaraan urusan-urusan ':q o,

luas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
selanjtitnya disebut dengan  aparatur negara

dan ataupaparatur pemerintah

S,

pemermtahan demi tercapainya tujuan dari

4
——
(- 3

organisasi ﬁgmerlntah.

Dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan L"yang efektif’ -dan.. efisien, -
aparatur pemerih'fah dituntut  untuk-bekerja
secara profesional. Ii?amun pada kenyataannya,

yang diherapkan __belum

sepenuhnya terwujud. Penyebab utamanya

profesionalisme

adalah karena terjadi ketidaksesuaian antara
kompetensi aparatur dengan jabatan yang
didudukinya dan ketidaksesuaian  antara
jumlah aparatur dengan jumlah beban kerja
yang diberikan. Ketidaksesuaian tersebut

keahlian atau

yang

disebabkan oleh komposisi

keterampilan aparatur belum
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LS

'sebenq[nya dalam arti belum didasarkan pada

-

proporsional. Demikian pula pendistribusian
Pegawai Negeri Sipil saat ini masih belum

mengacu pada kebutuhan organisasi yang

beban kerja"yang ada.

Seorang apé?atqr pemerintah  adalah
seseorang'yang_ duduk déTam suatu jabatan,

dibutuhkan karena danya beban kerja
organlsa5| dan ditempatkan, dlkembangkan

untuk melakukan tug s, sebagaimana yéhg

.uraiq,n'ltugas jabatan da didayagunakan untpk

mefhperoleh hasil kerja sebagaimana yang r‘

ditargetkan oleh jabatan tersebut. Oleh kafena
|

itu, perencanaan formasi harus didasarkan

" Wbada hasil perhitungan beban kerja orga,’r'ﬂsasi

sehingga formasi aparatur yang telah dlsusun

‘0

dapat memenuhi kebutuhan organlsa.S| untuk

pelaksanaan  tugas organisasi/  dalam

S J .
mendukung pencapaianivisi dan misinya.

> . o .
~ Peningkatan..kualitas perencapaan pegawai,

Khususnya penyusunan forrr]a'si yang rasional
' 4

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan

penyelengg_,anaawperﬁe?ihtahan yang efektif

dan efisien.

Pengukuran beban kerja diperlukan untuk
menganalisis waktu efektif yang diperlukan
dalam menyelesaikan satu produk pekerjaan.
Pengukuran beban kerja juga dapat digunakan
untuk menghitung jumlah kebutuhan sumber
daya manusia berdasarkan standar waktu kerja

efektif per tahun. Dan dengan diterapkannya
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analisis jabatan di instansi pemerintah, maka
dapat diketahui sejumlah beban kerja yang
efektif bagi aparatur pemerintah. Analisis
jabatan dan beban kerja yang telah dihasilkan
tersebut  kemudian  dipergunakan  untuk
menganalisis kebutuhan sumber daya manusia
dalam suatu instansi pemerintah.

Berbicara masalah lembaga pengawasan
di daerah maka tidak terlepas dari Inspektorat
Kota Singkawang yang kemudlan .-d‘atur
dengan Peraturan
Nomor 21 Tahun 2009 tehtang Tugas Pakok,

Fungsi dan Tata,"KerJa Inspektorat Kota

Wallkota, Slngkawang

Smgkawang Pengawasan dilakukan dengan
pemerlksaan terhadap kelembagaan pegavval
daerahy’ keuangan daerah, barang daerah dan

| 4
UI’US?'I

peng%wasan atau pemeriksaan di Inspektorat

pemerintahan.  Kualitas

.hasil |

- -

-— e

e jabatan

‘orang untuk turun ke lapangan sehi

Governance, Jurnal llmu Pemerintahan
https://jurmafis.untan.ac.id

ini adalah  untuk memeriksa  obyek

pemeriksaan pada kelembagaan, pegawai
daerah, keuangan daerah, barang daerah dan
urusan pemerintahan. Jabatan Fungsional
merupakan asset aparatur pemerintah yang
harus dikelola dengan baik. Usaha yang efektif
dan efisien mengandung arti bahwa output
yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah
fungsional emenuhi apa yang
dltargetkan oleh organisasi.

Dari presu_r\fzy yang telah dilakukan,
diperoleh pernyataan "d,ri Kepala Sub Bagian
Evaluasi dan Pelaporan aa};ﬂab'xsebagai berikut:
Untuk melakukan pemeriksaan ‘Hsngan jumlah
aparatur pemerintah Jabatan Fungsmnal saat
ini, serlngkall jabatan fungsional kekurangan
ga

dile{kukan penambahan orang yang diambil

r'_—’
Kota bSlngkawang merupakan salah satu ;

ketenttﬁ@n keberhasilan Good Governance.

dari staf Kepala Sub Bagian Umum / dan
|' Kepegawaian sebenarnya

yang "'tidak
Daiam pencapaian hasil pengawasan danjq "ﬁ;nempunyai kewenangan seperti halnya" tugas

pemerlksgan yang berkualitas harus dldasarkan.ér ' { | l“Jabatan Fungsional sebagai pemeriksa. ;/ §

pada forma5| ideal dan rekrutmen sumber daya ?! Berdasarkan pernyataan dlatas, maka
P" - - - "

manusia. T|dak berbeda dengan institusi dapat diberikan kesimpulan sementara bahwa

pemerintah ialnnya jab “itan aparatur Jabatan Fungsional s:at ini qjﬁilai masih

pemerintah dll’\mgkungan Inspektorat Kota
Singkawang terdlﬁ; dari dua macam, yaitu
Jabatan Struktural aaQ ; Jabatan Fungsional.
Kelompok jabatan fungsional teraifi-elaris.
jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan
Jabatan Fungsional Auditor.

adalah

jabatan yang mempunyai tugas, pokok dan

Kelompok jabatan fungsional
fungsi berdasarkan kemampuan dan

keterampilan khusus dibidangnya, dalam hal
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— -

' kurang* dengan—jumlah yang'.'éda. Sehingga
y

sangat ' diperlukan suatu,_" analisis  yang
dilakukan untuk menget_ahhi dan menghitung
ju‘rula_h,kebutuha'n‘éb’gre;tur pemerintah Jabatan
Fungsional. Sehingga hasil akhirnya nanti
dapat dipenuhi agar pelaksanaan pemeriksaan
oleh aparatur pemerintah Jabatan Fungsional
di Inspektorat Kota Singkawang dapat berjalan
dengan efektif.
Dari hasil pengamatan dalam presurvey

yang telah dilakukan, analisis jabatan di
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Inspektorat ~ Kota  Singkawang  sudah
dilaksanakan dengan baik dan dapat dilihat
dari uraian jabatan yang telah diketahui oleh
setiap aparatur untuk melaksanakan tugas dan
wewenangnya. Namun yang terjadi, obyek
pemeriksaan setiap tahunnya tidak dapat
sepenuhnya diaudit dan penyelesaian Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak tepat pada
waktunya.

Keberadaan aparatur pe erlntah jabé'tan
fungsional diperlukan untuk Imspéﬁorat Kota
tar N

kuantitas dan ta,;g’et wakt
pekerjaan dapat' mencapai tu;uan secara Jelas

Singkawang agar walitas,  target

penyelesaian

terukur, gan rasional. Masalah yang ada ialah
obyelg,-t:femeriksaan yang telafi dibebankan
kepa:iia aparatur pemerintah ja :atan fungsi'bnal |
yang
cepat

da belum semua bisa diselesaikan secara
k‘aln tepat pada tahun tersebut sehingga

target benyelesaian sulit dicapai meskipun

-
-&1

4,

-
b

;;.

A
1]
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faktor yang menyebabkan belum sesuainya
jumlah aparatur pemerintah Jabatan Fungsional
Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
berdasarkan beban kerja dalam pencapaian
target audit obyek pemeriksaan.di Inspektorat
Kota Singkawang.

Manfaat Penelitian

_a Manfaat Teoritis

:‘“*Has.u_Penelitian ini diharapkan dapat
mempé-r]'(aya\ic‘)kus ilmu pengetahuan dan
pengembangan"‘il:r)u tentang analisis

kebutuhan aparatur pEH?e(lntah jabatan
fungsional dengan meng'éunakan teori
! yang relevan serta: menjadi acuan bagi

.‘ penulls selanjutnyar.khususnya penekfluan

tentang kebutuhan paratur pemerintah.

b. d Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan cJapat

digunakan sebagai bahan masukan Eiagi

instansi pemerintah, yaitu ‘." agar

| )

N
target tersebut dipastikan halus selesai dan "q 4" %
kemudlan harus disambung penyelesalannyaé' ,

1

terpenuhinya jumlah aparatur pemerintah

-y ¥

padatahunselanjutnya f! = Jabatan Fungsional Auditor dan yPengawas

2. Rumusan Pérl{nasalahan = Penyelenggaraan Urusan Pemgrintahan di
Berdasarkan uraian dari - latar belakang _Daerah  (P2UPD) Inspel;forat Kota

diatas, peneliti 'hrumuskan pérmasalaihan, . Singkawangyang efekth;."s'erta menjadi

yaitu mengapa jl}mlah aparatur “pemerintah acuan atauspedoman da[a'm penyusunan

Jabatan Fungsional Audltor dan Pengawas formasi  aparatur _Ap'émerintah Jabatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerrm"ahamdx,_ r— Fungsiomal™ " di i Inspektorat Kota

Daerah (P2UPD) di Inspektorat Kota Singkawang.

Singkawang belum sesuai dengan yang B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

seharusnya berdasarkan pengukuran beban 1. Kerangka Teori

kerja di Inspektorat Kota Singkawang ? Perencanaan sumber daya manusia

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dalam

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

dicapai

Khatizah
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memastikan bahwa organisasi mengetahui dan
mendapat orang yang dibutuhkannya untuk
menjalankan kegiatan usaha sekarang dan
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masa datang. Perencanaan ini dimulai dari
sasaran strategis perusahaan dan analisis
sumber daya manusia yang diperlukan untuk
mencapainya. Perencanaan sumber daya
manusia mengatur persyaratan kuantitatif atau
jumlah orang dan kualitatif atau jenis orang
(Armstrong, 1994:121).

Siagian (2011:41) menyatakan bahwa
yang
perencanaan sumber daya manu5|a -adalah

menjadi  fokus  perhatian
langkah-langkah tertentu yang-ﬁlambll oleh
manajemen guna IeblhﬁEnjamln bahwa' bagi
organisasi tersedlq, fenaga k.rjatyang tepat
untuk menduduk| berbagaiskedudukan, Jabatan

dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang

tepat ekesemuanya dalam rangka pencapalan,

IUJU@ dan berbagal sasaran yang telah dan.

akan ’iltetapkan
l‘enurut Cushwai (1996) yang mengutip

dari Id@titut Personalia dan Pengembangan

(dalam ’d'ohardl 2002:163) bahwa defenisi darllq

Perencam;an Sumber Daya Mahusia (Human o
Resource ﬁ'_lanning) adalah “Proses yang
sistemasis S'» dan terus  menerus  dalam
menganalisis kebutuhan kebutuhan organlsa5|
akan Sumber I;‘&ya Manusia dalam Kondisi
yang selalu berubah,;dan mengembangkan

kebijakan personalia“yan sesuai dengan

padav 2

-
el
- .

=’

sr-

il

/

‘jugaterdapat jabatan fungsional, yaitu JabE'tan
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a. Adanya perubahan posisi Sumber Daya
Manusia yang ada sekarang di dalam
organisasi yang dikarenakan oleh adanya
kematian, pensiun, promosi, PHK dan
mengundurkan diri.

b. Evaluasi secara kontinyu terhadap

peforman Sumber Daya Manusia yang

ada.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari

sej(TrﬁIaQ tenaga dalam jenjang jabatan

fungsmnal yangg‘f)lmpln oleh seorang tenaga
fungsional senior selak, ketua kelompok yang
dalam - hal _ini dan

Kota

erad’a\_r
InSpektur
\J

dibawah
bert_a_\nggungjawab' ke - ada I
Si‘n.gkawang. Inspektorat. Kota Si'ﬁgkawang
adalah_. instansi pemerintah yang didalamnya
Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Ury;Jsan
Pemerintah di Daerah ( 2UPD). " "'

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah
16 Tahun 1994 Tentang ,Jabatan
"Pasal 1

disebutkan bahwa Jabatan Fungsior)él Pegawai

o]

@Nomor

lﬁ’ AL

Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

Negeri Sipil yang selanjutnya da}a’m Peraturan

- Pemerintah “ini—diseb t jab'e}tén fungsional

. . ———
rencana jangka panjang organisasi™™ s .

Dalam membuat perencanaan Sumber
Daya Manusia yang baik ada 4 hal yang harus
diperhatikan untuk membentuk sistem. Tohardi
(2002:165) menyebutkan bahwa:

a. Jumlah Sumber Daya Manusia
kebutuhan  Sumber

b. Peramalan Daya

Manusia yang akan datang

Khatizah
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adalah * kedudukan yang m,ehunjukkan tugas,

‘tanggung jawab, wewer_\an'é dan hak seseorang

Pegawai- NegErTS?bﬁ—dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Dalam Peraturan
Fungsional  Auditor  diatur  di
PER/220/M.PAN/7/2008  Tentang

Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya

di Indonesia, Jabatan
dalam

Jabatan
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Pasal 1 ditegaskan bahwa: Auditor adalah
Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggungjawab, dan  wewenang  untuk
melakukan pengawasan intern pada instansi
pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang
di

sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

dalamnya terdapat kepentingan negara
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil
dengan hak dan kewajiban yang diberikan
secara penuh oleh pejabat yang berwer)@nq.":
Selanjutnya diﬂ..:"““l!
PER/L5/M.PAN/9/2009, #Fe  tang _Jabatan
Fungsional Pengawas Penyele ‘ggaraan Urusan
Pemerrntahanrd" Daerah *(9FP2UPD) Pasal
drpaparkar-i

dalam

bahwa: . Jabatan Pengawas

Penyglénggaraan Urusan P merintahan di

Daer%rh adalah jabatan fungsional "ygng |
mempunyai rUang lingkup tugés,
tanggangjawab dan  we ' enang untuk

melakdkan kegiatan pengawasan atas

penyelenggaraan teknis urusan pemerrntahan’

-
e

‘.‘ﬁ'

di daeraH di luar pengawasan keuangan sesuar.)r ,

dengan“ peraturan perundamg-undangan, yang f]

drdudukr qleh Pegawai Negeéri Sipil.
Untuk Eiapat menyusun.. formasi yang
tepat, maka yan disusun terlebih' dahulu?ialah
“analisis kebutuhaﬁ _pegawal” Menurut Miftah

Thoha (2008:29- 30) Analrsrs kebutuhan

pegawai adalah “suatu pros .‘é"meﬁgand_isign »

secara logis dan teratur untuk dapat

mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang
diperlukan oleh suatu unit organisasi agar
mampu melaksanakan tugasnya serta berdaya
guna, berhasil guna, dan berkelangsungan”.

Menteri

Berdasarkan Keputusan

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

Khatizah
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KEP/75/M.PAN/7/2004 Tentang Pedoman
Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan
Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan
Sipil,
Kebutuhan Pegawai adalah “proses yang
dilakukan

berkesinambungan untuk mengetahui jumlah

Formasi Pegawai Negeri Analisis

secara  logis, teratur, dan
dan kualitas pegawai yang diperlukan. Analisis
kebutuhan pegawai dilakukan agar pegawai
yang

pegawai secwyata terlihat sumbangan

mem‘ﬂfkr_ pekerjaan jelas sehingga
tenaganya terhadap pencaparan misi organisasi
atau program yang telah dltete,akan

KEP/75/IVLE’AN/7/2004

Tehtang Pedoman P'. rhitungan Keb__utuhan

Berdasarkan

Y
Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam’,

‘Rangka Penyusunan FormasiPegawai Ne?eri

Sipil, dalam menghitung formasi pegawai
terdapat 3 (tiga) aspek pokok yang harus i
dlperhatlkan Ketiga aspek tersebut adaIaH

@1 Beban kerja J
e Beban kerja merupakan aspek pokok yang

menjadi dasar unt k perhitungan. Beban
kerja perlu ditetapkan melal}r'r‘ program-
__program unit" kerja yang,,"' selanjutnya
dijabarkarmmenjadi targetfp'ékerjaan untuk
setiap jabatan.
2. Standar Kemampuarr.Réta—rata
___ Standar-keffiampuan rata-rata dapat berupa
standar kemampuan yang diukur dari
satuan waktu yang digunakan atau satuan
hasil. Standar kemampuan dari satuan
waktu disebut dengan Norma Waktu.
Sedangkan standar kemampuan  dari
satuan hasil disebut dengan Norma Hasil.

3. Waktu kerja
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Waktu kerja yang dimaksud di sini adalah
waktu kerja efektif, artinya waktu kerja
yang secara efektif digunakan untuk
bekerja. Waktu kerja Efektif terdiri atas
Hari Kerja Efektif dan Jam Kerja Efektif.
Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik
manajemen yang dilakukan secara sistematis
untuk memperoleh informasi mengenai tingkat
efisiensi dan efektivitas kerja organisasi_l;,—"e__\
berdasarkan volume kerja. Beban - 'K'erja
tersebut diperoleh dari hasil kau—ahtara volume
kerja dan norma waktuJ.V'qume kerja adalah
sekumpulan tugas '!atau pekerjaan yang
harus/dapat d,ls"elesalkan dal ‘'m waktu satu
tahun. l\]grma waktu adalah waktu yang Wajar
dan .r;yata-nyata dipergunaka secara efektif

dengén kondisi normal oleh seorang pemaﬁgku | p—

jabat? untuk..menyelesaikan suatu tahapén —
prose penyelesalan pekerjaan. Efektivitas dan
ef|S|en§| kerja adalah perbandingan antara |'

bobot/beban kerja dan jam kerja efektif dalam Jq
rangka penyelesalan tugas dan fungsné' ,, |

;

organisa%i‘.
Tujuanr”»,gari analisis kebutuhan pegawai
adalah sebag:é!i salah satu usaha agar getiap
pegawai yang ada pada ‘s’etiap organisasi -
mempunyai pekeF]a_L.an tertentu, jangan sampai
ada yang tidak mer‘ﬁpvl{nyai pekerjaan. Salah
satu alat untuk membuat aﬁ“Ti’é’l?-kebumhaqE; :
Pegawai Negeri Sipil adalah adanya uraian 2.
jabatan (job description) yang tersusun rapi.
Dengan adanya uraian jabatan, maka dapatlah
diketahui jenis jabatan, ruang lingkup tugas
yang dapat dilaksanakan, sifat pekerjaan,
syarat-syarat pejabat, dan dapat pula diketahui
perkiraan kapasitas pegawai dalam jangka

Khatizah
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan

Governance, Jurnal llmu Pemerintahan
https://jurmafis.untan.ac.id

waktu tertentu. Mangkunegara (2011:11)
menjelaskan bahwa “Analisis kebutuhan
tenaga kerja merupakan suatu proses analisis
yang logis dan teratur untuk memenuhi jumlah
dan kualitas pegawai yang diperlukan dalam
suatu unit organisasi. Tujuannya agar setiap
pegawai pada semua unit organisasi

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan

. j[ugas dan wewenang tanggung jawabnya”.

Per§oalan yang dihadapi oleh manajer
sumber day& manusia  bukan  hanya
menentukan Jumlgﬁ '&Amber daya manusia
yang dibutuhkan oleh orgamsa5| tetapi yang
tidak~ kalah sulltnya adalaﬁx bagalmana
mgﬁempatkan sumber _daya manuS|a. pada

bidang.pekerjaan yang sesuai dengan keeh‘nljan,

‘keterampilan, kecakapan agar efisien (dan

efef<tif bagi organisasi. Menurut Zainun (1 94)
(dalam Tohardi, 2002:162) menyatakan b@hwa
“Forma51 riil sebagai suatu rencana kebuluhan

kan sumber daya manusia untuk Jangka‘Waktu

‘;ertentu seharusnya disusun  berdasarkan

kriteria obyektif, seperti: jenis pekerj‘aan, sifat

pekerjaan, perkiraan beban kerja da,ril perkiraan
kapasitas kerjasama orang, prinsin";JeIaksanaan

pekerjaan, jenjang dan jur}n/lah pangkat dari
jabatan yang tersedia dalamfsatuan organisasi
yang bersangkutan, per_alafén yang tersedia dan
ggmampuanketﬁﬁdgﬁ organisasi”.
Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang
dikemukakan dalam penelitian ini digunakan
penelitian ~ deskriptif ~ kualitatif ~ dengan
menggunakan model  eksploratif. Penelitian
deskriptif kualitatif dengan menggunakan
model eksploratif adalah jenis penelitian yang
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digunakan untuk menggambarkan obyek secara

alamiah, utuh dan kompleks.  Secara

keseluruhan, yang telah peneliti lakukan adalah
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
belum efektifnya jumlah aparatur pemerintah

Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah  (P2UPD) di Inspektorat Kota
Singkawang.

Penelitian ini dilaksanakan di Inspekforat
Kota Singkawang dimulai da.L:t”BMan Maret
Tahun 2013 sampai depgafbulan Juni Tahun
2013. Adapun yqn'g menjadi subjek dalam
penelitian ini ahtara lain+:=Kepala Inspektorat
Kota Slp_gdfawang, Sekretaris Inspektorat Kota

Singlg@'\‘/f/ang, Inspektur Pembantu Inspektorét

Kota;Singkawang,' Kepala Sub Bagian Ljinum.

dan | Kepegawaian Inspektorat Kota

Singkawang, satu orang Auditor Inspekorat

r-'ﬂ
x By,
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Observasi, Teknik Wawancara, dan Studi
Dokumen.

Selanjutnya teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
teknik  Analisis  Taksonomi  (Taxonomic
Analysis). Sementara itu, dalam analisis data
dalam penelitian ini juga menggunakan teknik
analisis dengan tahap reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
-:"‘Adapun untuk melakukan pemeriksaan
keabsahan dafard,glam penelitian ini, peneliti
Teknik

trlangula5| yang dlapllka5|kaq dalam penelitian

menggunakan teknlﬂk1 trlangula5|
ini adalah triangulasi sumber. 'I"rlanguIaSI
sqmber digunakan unt"k_menguji krefdlpllltas
déta yang dilakukan engan cara mengec\ek
‘datac'yang telah diperoleh dari beberapa
infc;rman, kemudian data tersebut di cek

'
kembali kepada infor an yang.lain. Tekn@k

Kota mgkawang, dan dua orang Pengawas j 1 “ keabsahan data yang selanjutnya dlgunakdn

Penyelemggaraan Urusan Pemerintahan d"l’ 1
A .

Daerah 4 (P2UPD)
N

Singkawaﬁg. Objek penelitian yang diteliti

Inspektorat

adalah faktzir—faktor yang menyebabkan belum
efektifnya Jun’ilah aparatur pemerintah Jabatan
Fungsional Auhhor dan Jabatan Fungsmnal

Pengawas Pérgyelenggaraar] Urusan
"Djerah (P2UPD) di

Inspektorat Kota Singkawgna'"‘

Pemerintahan  di

Adapun intrumen sebagai alat bantu yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman
observasi, pedoman wawancara, dokumen-
dokumen, alat perekam suara, dan kamera.
Kemudian kegiatan pengumpulan data dalam
dilakukan Teknik

penelitian  ini melalui
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=
_

lﬁsdalah saturasi data, dimana dilakukan 'proses
pengumpulan data kembali sampai adanya
suatu ketetapan yang menunjukkan tidak
Sjéta

-J"

—_— 4

¢

berubahnya informasi dan

yang
dikumpulkan.

J
CI' HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kebutuhan Ap’ératur Pemerintah

Jabatan,. ;ungsro"hér di Inspektorat Kota

Singkawang.
a. Beban kerja yang ada tidak sesuai dengan

jumlah aparatur pemerintah  Jabatan

Fungsional sehingga untuk melaksanakan

sejumlah  obyek pemeriksaan harus

ditambahkan dengan aparatur pemerintah
non  fungsional

agar  penyelesaian
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sejumlah obyek pemeriksaan tepat waktu.
Untuk

aparatur pemerintah Jabatan Fungsional

itu, belum sesuainya jumlah
dikarenakan jumlah beban kerja yang

tidak seimbang dengan jumlah aparatur
pemerintah Jabatan Fungsional yang ada

di Inspektorat Kota Singkawang.
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pemeriksaan. Sehingga apabila dilakukan
penambahan jumlah aparatur pemerintah
Jabatan Fungsional, baik Auditor maupun
P2UPD, maka beban kerja yang diberikan
akan berkurang, sehingga kerjasama
aparatur semakin banyak karena jumlah

yang memeriksa lebih banyak dalam

b. Standar kemampuan rata-rata yang penugasan pemeriksaan.
dimiliki aparatur pemerintah Jabatan _ =*ww_ e. Pengelolaan keua gan organisasi yang
Fungsional dalam mem riksa sejli,mlyaﬁ'#r -"xd’ﬂelgsanakan di  Inspektorat  Kota
obyek pemeriksaan sudah dapat dikatakan Slngkawang\etap berpedoman kepada
baik. Namun kareng,-ti’cfl‘k sesuainya beban kebijakan pemeﬁmtah daerah dimana
kerja yang ada,.rnenyebabkan perlunya untuk Inspektorat otaf‘S,ungkawang, dana
penlngkataﬁ kualitas aparatur itu sendlrl pengawasan tidak dlanggarkaqpada tahun
ataupﬂn dengan pena bahan Jumlah A ' 2013. Akan tetapi pelaksanaan  fungsi
a_pératur pemerintah Jabatan Fungsional. * .. pe_mbinaan dan -+‘pengawasan \‘qleh

C. v aktu Kerja ' yang digunakan "Oleh | p— AInspektorat Kota  Singkawang tap
;)fraratur pemefintah Jab tan Fungsional ' ’;‘ 4 dijalankan sebagaimana mestinya. Nar"zun
dirasakan sangat kurang, karena tidak ;, , untuk pengelolaan keuangan di internfi\l
sef,ual dengan besarnya beban kerja yang ll w Inspektorat Kota Singkawang, bukuanlah
dlberlkan Dengan jumlah waktu kerja q 5 % menjadi  suatu  hal  yang .."dapat
yang' dlpadatkan dan juml ‘h aparatur yang..é, ,’ | & menyebabkan terjadinya ke:\k')utuhan
terbataf sehingga beban kerja terasa f! pegawai di Inspektorat Kota Sirj'gkawang,
sangat Bgrat. Waktu kerja yang tidak 5 akan tetapi karena pihak Inspg}(torat Kota
sesuai d%q;:n beban kerja dan jumlah ..Singkawang _hanya dapati."mengajukan
aparatur Qg tersedia 'menyebabkan kebutuhan™itu" apabila gdanya formasi
belum efekﬁ-‘f_nya ju rlah™ | aparatur. untuk . kebutuhan jalmlah aparatur
Sehingga waktu 'Ik‘e[ia yan : diberikan tidak pemerintah Jabatan_ F,U'ﬁgsional.
cukup untuk menyeles iKam=-sejumlah__ 2. _Keterbatasan"Stlidi
obyek pemeriksaan. Selama melakukan penelitian dengan

d. Perbandingan antara beban Kkerja dan judul Analisis Kebutuhan Aparatur Pemerintah
jumlah aparatur pemerintah  Jabatan Jabatan Fungsional di Inspektorat Kota
Fungsional saat ini dapat dinyatakan tidak Singkawang, peneliti  mengalami beberapa
sesuai. Hal ini dapat dibuktikan dengan kendala dan menjadi keterbatasan dalam
dilakukannya penambahan aparatur dari penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam
non  fungsional dalam  penugasan penelitian ini adalah peneliti merasa bahwa
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dalam penelitian ini masih sangat sulitnya
menggali informasi yang lebih dalam yang
berkaitan untuk tiap-tiap indikator dalam hal
faktor-faktor yang menyebabkan masih belum
sesuainya jumlah aparatur pemerintah Jabatan
Fungsional

dalam penyelesaian  sejumlah

obyek pemeriksaan. Untuk itu, akan sangat

diperlukan penyempurnaan oleh peneliti-
peneliti lain.
3. Apresiasi -

Pada kesempatan ini, sqxa_.-m‘é’ngucapkan
terima kasih kepada sel J.uh" jajaran aparatur
pemerintah di Img)ﬂjngan I . spektorat Kota
Singkawang yahg telah mengizinkan penelltl
untuk m‘glakukan penelitian di tempat tersebut

dan kémudian telah  banyak memberikan

bantHan kepada peneliti sehingga penelltlan ini

dapaﬁferselesal kan.
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